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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian
Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai
Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan
dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga
Nonstruktural,

b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan
keuangan negara dalam pemberian penghasilan ketiga
belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri
sipil pada lembaga nonstruktural, perlu dilakukan

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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Mengingat

Menetapkan

75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan
dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga
Nonstruktural,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai

Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural,;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan
dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga
Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6063);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai
Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
841);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS
KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada
Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga
Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 841), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan
mengajukan SPM penghasilan ketiga belas kepada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

(la) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM
Penghasilan-13 LNS.

(2) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan

terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
SPM  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
disampaikan ke KPPN dengan memperhitungkan

potongan pajak penghasilan.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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